PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Menimbang a.

b.

Mengingal l.

3
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGALU

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (4) dan Pasal 53 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2003
Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

bahwa untuk memberikan pedoman dalam Tata Cara Pemilihan,
Pencalonan, Pengangkatan, Pefantikan dJan Pemberhentian Kepala Desa
dan Perangkat Desa tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sanggau

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 11 di Kalimantan {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoanesta
Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1820 );

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37. Tambahan l.embaran Neuara Republik Indonesia
Nomor 4277);

Undang-undang Nomaor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

4. Undang
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10.

1L

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahurn 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah dengan Perauran Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tabun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propiusi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan [.embaran Negara Republik {ndonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor [37),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor [58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857},

Peraturan Pemerintali Republik Indonesia Nomor 38  Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota,

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2001 Tentang

Pedoman Bagi Pegawal Negeri Sipil vang dipilth menjadi Kepala Desa
atau dipilib diangkat menjadi Perangkat Desa;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagal Daerah Otonom,

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau 11 Tahun 2004 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYA'l' DAERAI KABUPATEN SANGGAU
dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIBAN,

PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal (

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksua dengan

th @

e

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemeriniah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia.

Pemerintahan Daerah adalah penvelenggara urnsan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinstp Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebacaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah Daerah adalaly Gubernur. Bupati atau Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. vang selanjuinya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat dacrah sebagai unsur penvelenvgura Pemerintahan Dacrah

Daerah adalah Kabupaten Sanggau
Bupati adalah Bupati Sanggau.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

Camat adalah Kepala Perangkat Duacrah vane mempunyai wilayah kerja ditingkat
kecamatan dalam Kabupaten Sanggau

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat vang diakui dan dihormiati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenguaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dithormati
datam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

k. Pemerintah .



Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa, yang sclanjuinva disingkatl BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam peovelenggaraan pemerintahan desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan dess

. Bakal Calon adalah masyarakat Desa sctempat yany berdasarkan penjaringan oleh Panitia
Pemiliban ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPPD yang keanggotaannya terdin
dari unsur BPD, unsur Perangkat Desa serta unsur Lembaga Masyarakat di Desa.

Calon adalah Calon Kepala Desa yang tclah di tetapkan oleb Panitia Pemilihan.

Calon yang berhak di pilih adalab Calon Kepala Desa  yang telah mendapatkan
Persetujuan BPD.

Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa vang memperoleh suara terbanyak dari hasi
pemitihan langsung oleh penduduk Desa vang berhak memilih dan ditetapkan oleh BPD.

Penjabat Kepala Desa adalah scorang Pejabai yang diangkat ofeh DPejabat yang
berwenang untuk melaksanakan hak. wewenang dan kewajiban Kepata Desa dalam kurun
waktu tertentu.

Pejabat yang berwenang adalah [P'cjabal yang berhak untuk mengangkat dan
memberhentikan Kepala Desa.

Pemilih adalah penduduk Desa yang bersanghutan dan telah memenuhi persyaratan untuk
mempergunakan hak pilihnya.

Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilil untuk menentukan pilithannya.

Penjaringan adalah suatu kegiatan vang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk
mendapatkan Baka} Calon Kepala Desa.

. Penyaringan adalah pemeriksaan identitas dan penehitian persyaratan administrast bakal
Calon yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, atau melalui test tertulis yang ditetapkan
dengan Peraturan Kampung.

AL 1

PEMILIIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Asas Pemiliban

Pasal 2

Pemilikan Kepala Desa dilaksanakan dengan mengedepankan asas demokrasi secara langsung
umum bebas, rahasia, tertib jujur dan adil.

Bagian ...



Bagian Kedua
Proses Pemilihan

PFasal 3

(1) BPD wajib memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa secara tertulis ¢ (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa
Berakhir.

(2) BPD memulai proses Pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum
masa jabatan Kepala desa berakhir

Bagian Ketiga
Pembeatukan Paaitia Pemilihan

Pasal 4

(1) BPD Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri atas unsur perangkat desa,
pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas melakukan pendataan
jumlah pemilih, pemeriksaan identitas bakal calon, melaksanakan pemungutan suara dan
melaporkan hasil pemilihan kepada BPD

Pasal &

(1) Susunan Panitia Pemilihan terdin dari -
a. Ketua merangkap anggota,
b. Sekretaris merangkap anggota,
c. Anggota.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Penvlihan dapat membentuk Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan kebutuban dengan Surat
Keputusan Panitia Pemilihan

(3) Pembentukan KPPS dan TPS discsuaikan dengan Jumlah Dattar Pemilih.

Bagian Keempat
Tugas Panitia Pemilikan
Pasal 6

(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas .

a. membuat perincian dan mengusulkan biaya pemilihan sesuai dengan kebutuhan dalam
rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BP?D;

b. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemjaringan dan penyaringan Bakal
Calon Kepala Desa serta pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa;

¢ melakukan. .
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melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuar dengan
persyaratan yang telah ditetapkan;

mengajm_:kan Bakal Calo‘n vang telah memenuhi kriteria dan persyaratan kepada BPD
untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;,

membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dan
Kepala Desa Terpilih kepada BPD.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung kepada BPD.

Pasal 7

(1) Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 6, mengajukan usulan kepada BPD tentang Ketentuan dan Tata Tertib
Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan dan Pelaksanaan
Pemilihan Calon Kepala Desa dengan lampiran jadwal kegiatan pelaksanaan penjaringan,
penyaringan dan pemilihan Calon Kepala Desa.

(2) Berdasarkan usulan dar1 Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD
melaksanakan rapat pembahasan bersama Kepala Desa dan Aparat Desa serta tokoh
masyarakat desa untuk menetapkan ketentuan tata tertib pelaksanaan penjaringan,
penyaringan dan pemilihan serta jadwal pelaksanaannya.

(3) Ketentuan Tata Tertib Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan dan pemilihan serta Jadwal

Pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati
melalui Camat,

Bagian Kelima
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih
Pasal 8

Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara
pemilihan kepala desa sudab berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah /pernah kawin
mempunvai hak memilih dan diberikan surat suara.

Pasal 9

(1) Tata Cara Pendaftaran Pemilih -
a. pendaftaran dilaksanakan oleh Panitia Pemilthan,
b. penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 8, dapat
mendaftarkan diri langsung kepada Panitia, apabila belum didaftar oleh Panitia.
(2) Pengumuman Pendaftaran Pemilih :

a. berdasarkan hasil pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan
selanjutnya diumumkait oleh Panitia yang terdiri dari Pengumuman Daftar Pemilih
Sementara dan Pengumuman Daftar Penilih Tetap,

b. pengumuman Daflar Pemilih Sementara dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
disusun menurut abjad dalam bentuk selebaran yang ditempelkan pada papan
pengumunan yang telah ditetapkan dan atau pada tempal-tempat tertenta atau pada
masing-masing TPS yang mudah di baca oleh masyarakat;

¢. daftar ..



¢. daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap yang diumumkan oleh Panitia
Pemilthan disahkan oleh BPD;

penduduk Desa yang berhak memilih dan belum terdafiar sebagai pemitih dapat
mendaftarkan diri langsung pada Panitia,

Pcn'duduk Desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan dalam jangka waktu
paling lama 7 (Tujuh) hari terhitung setelah daftar pemilib sementara diumumkan, dan

apabila telah lewat dari batas waktu 7 (tujuh) hari dimaksud tidak akan dilayani lagi
dan tidak dapat mempengaruhi hasil pemilihan;

f. Setelah 7 (tujuh) hari Pengumunan Daftar Pemilih Sementara dapat ditetapkan Datftar
Pemibih Tetap.

Bagian Keenam
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 10

(1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang
memenuhi persyaratan :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. bverpendidikan paling rendab tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau
sederajat,

d. berusia paling rendah 25 (dua puluk lima) tahun dan paling tingg: 60 (enam puluh),
e bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

f penduduk desa setempat,

g tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman
paling singkat 5 tahun,

h tidak dicabut hek pilihnya sesuai dengan kepuiusan pongadilan yang roempunyai
kekuatan hukum tetap,

i.  belum pernah menjabat sebagai Kepala Dusa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
dua kali masa Jabatan.

(2) Pegawal Megeri yang mencalonkan din sebagai Kepala Desa harus mendapat
perselyjuan dari atasan atau pejabat yang berwenang memberikan persetujuan serta
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Ragian Ketujuh
Penjaringan dan Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 11
(1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon sesuat dengan

persyaratan

(2) Panitia..
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(2) Pamtia Pemilihan berhak menolak caton Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan
yany telah ditetapkan.

(3) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagat calon
Kepalz Desa olek Panitia Pemilihan.

(4) Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan sebanyak-banyaknya 5 (lima) calon
dan Paling sedikit 2 (dua) Calon.

(5) Apabila Calon vyanz mendaftar lebih dari S (lima) maka Panitia Pemiliban dapat
mengadakan uji kepatutan terhadap Calon di Depan BPD.

(6) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat
terbuka/tempat umum sesuai dengan kondisi masyarakat desa setempat.

Bagian Kedelapan
Kampanye Calon Xepala Desa

Pasal 12

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hard dan
berukhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1)} dilakukan oleh Tim Kampanyel yang dibentuk
oleh Calon Kepala Desa.

(4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan kepada Panitia
Pemilihan.

(S) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama atau
terpisah oleh Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye.

(6) Dalam kampanye masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kainpanye.

(7) Jadwal Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan
memperhatikan usul dari Calon Kepala Desa.

Pasal 13

(1) Kampanye dapat dilaksanakan mealalui ;
a  pertemuan terbatas;
b. tatap muka dan dialog;
c. penyebaran melalul media cetak dan media elektronik;
d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi,
penycbaran bahan kampanye kepada umum,
pemasangan alat peraga ditempat umum,

rapat umum,

T g o

debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau

kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Calon. .



(2) Calon Kepaia Desa wajib menyampaikan visi, misi dan program secara lisan maupun
tertulis kepada masyarakat.

(3) Caloq Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah
sesual dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Penyampaian mateni kampanye dilakukan dengan cara yarg sopan, tertib dan bersifat
edukatif.

(5) Penvelenggaraan Kampanye diselenggarzakan diseluruh wilayah desa.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk
menggunakan fasilitas umum.

(2) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh Calon
Kepala Desa hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau
atribut calon kepala desa yang bersangkutan.

(3) Panitia Pemilihan berkonsultasi dengan pemerintah desa untuk menetapkan lokasi
pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.

(4) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3} ocieh Calon Kepala

Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan
desa.

(5) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau
swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.

Pasal 18
Dzlam kampanye dilarang :

a mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1545,

b, mengiina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon kepala dess;
c. menghasut atau mengadu domba masyarakat atau kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan ancaman kekerasan atau menganurkan penggunaau kekerasan
kepada perseorangan atau kelompok masyarakat;

e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
f mervsak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanyel calon kepala desa yang lain;
¢. menggunakan tempat ibadah dan tempat penaidikan; dan

h. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dar/atau dengan
kendaraan dijalan raya.

Pasal 16

(1) Selama kampanye, calon kepala desa dilarang melibatkan perangkat Jesa, kecuali
perangkat desa tersebut mencalonkan diri sebagar kepala desa.

(2) Perangkat. ..



(2) Perangkal desa yang menjadi calon kepala desa dalam melaksanakan kampanye harus
, memenuhi ketentuan :

a. tidak mempergunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
b. mundur dan jabatannya

Pasal 17

(1} Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada
pasal 16 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dapat dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.

(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada

pasal 16 huruf f huruf g, huruf h yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye
dikepai sanksi :

a peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun
belum terjadi gangguan;

b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh desa

vang bersangkutan apabila terjadi gangguan keamanan yang berpotensi menyebar
kedaerzh lain.

(3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia pemilthan.

(4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada

pasal 17 avat (1) dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye olch
panitia pemilthan.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan dan Penetapan hasil pemilihan

Pasal 18

(1) Pemungutan suara dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala
desa berakhir.

(2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.

Pasal 19

(1) Peliksanaan Pemilihan ditetapkan setelaly proses penetapan Calon dan Daftar Pemilih
Tetap selesal dilaksanakan.

(2) Panitia Pemilihan Melaporkan rencana pemilihan kepada BPD.

(3) Berdasarkan usulan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD
melaksanakan rapat pembahasan bersama Panitia Pemilithan untuk menetapkan Jadwal
Peluksanaan Pemilihan.

(4) Jadwal pemilihan yang telah disetujui tersebut dilaporkan Kepada Bupati melalui Camat.

Pasal.
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Pasal 20

(1) Pemilih tidak dapat mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain.

(2) Pengecualian ayat (5) bagi pemilih tunanetra, pada saat pencoblosan didampingi oleh
petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih

) l'eluga_g KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 21

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan
suara terbanyak.

(2) Calon Kepala Desa wajib menandatangani hasil pemilihan pada Berita Acara Pemilihan
Kepala Desa.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

(4) Calon Kepala Desa terpihh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

(5) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalur Cani ¢ wunrrk
disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

Ragian Ketujuh
Pemilihan Ulang
Pasal 22

Apabila lebih dart’ 1 (satu) orang Calon Kepala Desa Terpilih mendapat duxungan suara
terpanyak dengan jumlah yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang,

Pasal 23

(1) Pemilihan Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya dilakuxan oleh 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah pemilih yang terdaftar (quorum).

(2) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih belum
mencapai quorum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaksanaan pemilihan dapat
diperpanjang selama 1 (satu) jam oleh Panitia Pemilihan.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pemslihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dan (2) juga belum mencapai quorum, maka perhitungan suara tetap
dilaksanakan.

(4) Panitia Pemilihan membuat Laporan dan Berita Acara Pemilihan Caion Kepala Desa dan
disahkan oleh BPD.

Bagian...
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Bagian Kedelapan
Pemilihan Tidak Tepat Waktu

Pasal 24

(1) Apabila Pelaksanaan Pemilihan Tidak Tepat waktu, maka untuk mengisi kekosongan
jabatan Kepala Desa ditunjuk Penjabat Kepaia Desa

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPD kepada Bupati
melalui Camat.

(3) Penjabat Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD berasal dari perangkat desa yang ada,

(4) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), paling lama 6 (enam)
bular. '

Pasal 25

Kepala Desa yang sudah berakhir masa jatatannya dan tidak mencalonkan diri kembali dapat
diperpanjang masa jabatannya sampal terpilihnya Kepala Desa yang baru,

Bagian Kesembilan
Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 26

(1) Bizya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kenada APBD Kabupaten.
(2) Besarnya biaya Pemailihan Kepala Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daeral.

(3) Penggunaan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1),
dikeluarkan berdasarkan permintaan dan perincian biaya yang diajukan oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa, yang disarapaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB I
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 27

(1) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa
Terpilih paling Jama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil
pemilihan dari BPD.

(2) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) han terhitung
tanggal penerbitan keputusan Bupati.

(3) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan didesa yang bersangkutan dihadapan
masyarakat.

(4) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

(5) Susunan...
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(5) Susunan kata-kata sumpah/jany: Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut

“Demi Allah (Tuban), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban
saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-
Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan

selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dar Negara Kesatuan Republik
Indonesta”.

(6) Kepala Desa Terpilih terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa, wajib
bertempat tinggat di wilayah desa bersangkutan.

BAB 1V
MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 28

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tangpal pelantikan dan dapat
dipilih kembab hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 29

(1) Kepala Desa yang ingin mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa wajib
mengundurkan dirl/ mengambil culi minimal 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan
Peniilihan.

(2) Surat pengunduran/Permintaan ijin cuti tersebut disampaikan kepada Bupati melalui
Camat.

(3) Selama Kepala Desa melaksanakan cuti dalam rangxa mergikuti Pemilihan Kepala Desa,
Jabatan Kepala Desa dipegane oleh Pengkat Desa yang ditunjuk.

(4) Penjabat Kepala Desa tersebut pada ayai (3) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalul
Caimat.

(5) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 4 sampai dengan
terpilihnya Kcepala Desa yang baru.

BAE YV
PENYELESAIAN PERSELISIIIAN DAN SANKS!
Pasal 30

(1) Apabila terdapat Calon yang tidak puas terhadap pelaksanaan pemilihan dapat
mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilthan.

(2) Pengajuan keberatan tersebut disampaikan sefambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah
pelaksanaan pemilihan.

(3) Keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan disampaikan dengan saksi-saksi dan bukti-
bukti pendukung

(4) Panitia .
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(4) Panitia Pemilihan wajib menerima laporan tersebut dan melaporkannya kepada BPD
dengan tembusan Bupati melalui Camat,

(5) Penyelesaian terhadap laporan keberatai tersebut Gilakukan dengan menghadirkan pihak
yang berkeberatan melalut musyawarah dalam forum BPD

(6) Apabila Panitig Pemilinan dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadt,
maka dapat difalisitasi penyelesaiannya oleh Camat.

~ (7) Apabila camat tidak dapat menyelesaikun permasalahan tersebut diatas, maka Bupati

dapat memutuskan permasalahan tersebut setclah melakukan penelitian dan pembahasan
dengan pthak-pihak terkait.

(8) Pelunggaran terhadap pelaksanaan pemsiihan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
‘Tugas Pokok

Pasal 31

(1) Perangkat Desa yang dimaksud dalam Peraturan Daerah im adalah :
a. Sekretars Desa, dan,
b Perangkat Desa Jainnya.

(2) Perangkat desa lainnya sebagaimana pada ayat (1) huruf b adalah :
a  Kepala Unisan pada Sekretariat Desa,
b. Kzpala Dusun atau sebutan rama lainnya.

(3} Perangkat Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya.

(4) Dalaim melaksanakan tugasnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada kepala desa.
Bagian Kedua
Sekretaris Desa
Pasal 32

(1) Sekretanat Desa dipimpin oleh seorang Sekretans Desa.

(2} Sekretaris Desa diangkat dari Pegawai Negert Sipil yang memenuhi syarat yaitu
a. Berpendidikan paling rendah SMU alau sederajat;
b. Mempunyai pengctahuan tentang tekais pemerintahan;
¢ Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran,

d  Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan,

e memahami...
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€. memaham sosial budaya masyarakat setempat;

f. bersedia tinggal didesa yang bersangkutan.

(3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekreraris Daerah
atas Nama Bupati.

Bagian Ketiga
Perangkat Desa Irinnya
Pasal 33

(1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2) huruf a diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Desa.

(2) Usia Kepala Urusan paling rendah 20 (duapuluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh)
tahun.

(3) Masa jabatan Kepala Urusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 tahun.

Pasal 34

(1) Dalam Hal pengangkatan Kepala Dusun/sebutan nama lainnya dilakukan melalul
mekanisme pemilihan cleh masyarakat setempat.

(2) Usia Kepala Dusun/sebutan nama lainnva paling rendah 20 {(duapuluh) tahun dan paling
tingg 60 (enam puluh) tahun.

(3) Masa jabatan Kepala Dusun/sebutan nama lainnya adalah 6 tahun.

(4) Kepala Dusun/sebutan nama lammnya yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal 35

(1) Perangkat Desa dibertkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai
dengan Kemampuan keuangan desa.

(2) Penghasilan Tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tabun dalam APBDesa.

Pasal 36
Yang dapat dipthh menjad: Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik
Indonesia dengan syarat-syarat :
a. bertaqwa kepada Tulian Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

lidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati

Pancasita dan Undang-undang Dasar 1945; G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi
terlarang lainnya,

d. berpendidikan. ..
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d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau
berpengetahuan yang sederajat,

sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah:
nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya,

berkelakuan baik, jujur dan adil,

oo 6

tidak pemah dihukum pemara karena melakukan tidak pidana berdasarkan Surat
Keterangan dart Kepolisian setempat,

mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat,
). membuat pemyataan bersedia bekerja bersungguh-sungguh untuk kemajuan desa;

k  sekurang-kurangnya telah berdomisili dua tahun di desa dan bertempat tinggal di Pusat
Pemerintahan Desa,

Pasal 37

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa

Pasal 38

(1) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya
scbagaimana dimaksud pada Pasal 37, ditetapkan berlaku Terhitung Mulai Tanggal
Pelantikan.

(2) Pelantikan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
oleh Kepala Desa.

(3) Pada saat pelanuikan Perangkat Desa lainnya mengucapkan sumpab/janji sebagaimana
ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 39

(1) Kepala Desa Berhenti karena :
a  meninggal duma,
b permintaan sendir/mengundurkan diri;
¢. diberhentikan.
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) hurut ¢ karena :
a. beraklhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sccara
berturut-turut selama ¢ (enam) bulan;

¢. tidak ...



¢ tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
d. dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan,
e. ftidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau

f melanggar larangan bagi kepala desa.

{(3) Usul pemberhentian Kepa'la Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b
dan ayat (2) huruf a dan huruf b diatas diusulkan oleh p:mpinan BPD kepada Bupati
melalui Camat berdasarkan keputusar musyawarah BPD.

(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut ¢, huruf d,
awruf ¢ dan huruf f disampaikan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan
keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

(5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
Bupau mengangkat Penjabat Kuvpala Desa atas usulan BPD.

rasai 40

(1) Kepala Desa diberhenttkan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila
dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum
tetap.

{2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimena dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melajui usulan BPD karena berstatus
sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, narkoba, makar
dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 42

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1)
dan pasal 41, setelah melailui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 {tiga
puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan , Bupati harus merehabilitasi dan/atau
mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampar dengan akhir masa jabatan

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan scmentara sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang
bersangkutan.

Bagian.
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Bagian Kedua

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 43

(1) Perangkat Desa bechenti karena :

a
b.

c
d.

o

meninggal dunia;

permintaan sendiri/mengundurkan diri;
diberhentikan,

mencapai usia 60 (enam puluh} tahun;

berakhir masa jabatan,

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma adat yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat,

menjalani sanksi hukuman tindak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan.

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ karena :

a.

= ™ e a o

=

berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

fidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;

dinyatakan melanggar surnpah janji jabatan;

tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa;

melanggar larangan bagi Perangkat Desa;

menjalani sanksi hukuman tindak pidina berdasarkan keputusan Pengadilan; dan

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma adat yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat.

Pasal 44

Perangkat Desa diberhentikan sementara karena diduga/tertuduh dan sedang dalam menjalani
proses penytdikan suatu tindak p:danz dengan meminta pendapat BPD.

(D

()

Pasal 45

Selama Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 44, maka
untuk pelaksanaan tugasnya dapat ditunjuk seorang pejabat sementara yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Apabila berdasarkan pemberitahuan dan berdasarkan putusan pengadilan Tingkat
Pertama di nyatakan bahwa Perangkat Desa dalam proses penyidikan diputuskan tidak

terbukti dan dibebaskan dari sebagai tertuduh, maka yang bersangkutan dapat ditetapkan
kembali dalam jabatannya semula.

Pasal...
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Pasal 46

(1) Perangkat Desa, yang mengajukan oermintaan pengunduran diri/berhenti ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa,

(2) 3 (1iga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Perangkat Desa wajib menyampaikan
laporan secara tertulis kepada Kepala [Desa tentang akan berakhirnya masa jabatannya.

Pasal 47

(1) Apabila Kepala Desa berkeyakinan adanya Perangkat Desa melanggar Sumpah /janji dan

atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, wajit mengamb:l tindakan secara administratif

(2) Tindakaan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain berupa .

a. teguran tertulis pertama,
b. teguran tertulis kedua yang bersifat peringatan, dac
c. teguran tertulis ketiga sebagai peringatan terakhir,

{(3) Tenggang waktu teguran setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah
30 (tiga pulub) hari, yang disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan dengan
tembusan Bupati melalur Camat dan Ketua BPD.

(4) Apabila teguran-teguran di maksud tidak mendapat tanggapan atau di abaikan, yang
bersangkutan dapat di berhentikan dari jabatannya dengan hormat.

(5) Pemberhentian sebagaimana di maksud pada avat (4) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

BAB V1
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48
Pemerintah Daerah dan Kecamatan wajib membina dun memoritor pemilihan, pencalonan
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Pasal 49

Pembinaan Pemerintah Daerah dan Kecanalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48
meliputi :

a  membuat pedoman tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian
Kepala Desa dan Perangkat Desa,

b.  memonitor jalannya pemilihaq, pcencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Desa dan Perangkat Desa;

¢.  melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemilihan;

d. melakukan..

28



d.  melakukan upaya-upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan
pemilihan; dan

€. memfasilitasi pelaksanaan pelantikan kepala desa sepanjang dilantik oleh Bupati

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pusal 50

(1) Masa Jabatan Kepala Desa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku
sampai habis masa jabatannya.

(2) Pegawai Nepen Sipil yang diangkat/dipilih sebagat Kepala Desa atau perangkat desa
dibebaskan untuk sementara waktu dan jabatan orgamknya.

BAB Y
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan secara efekuf selambat-lambatnya dalam wiiu
1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturar Daerah ini.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Deerah ini, maka segala kelentuan yang mengatur materi yais
sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerali ini dinyatakan tidak berlzku lagi.

Pasal 53

Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perateran Daerah ini g
diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal. .
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Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahul, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 24 Agustus 2007

BUPATI SANGGAU
TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Diundangkan di Sanggau
Pada Tanggal 28 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAN KABUPATEN SANGGAU

‘/

Drs. F. ANDENG SUSENO, M.3i

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2007 NOMOR 4
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L.

IL

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di
daerah termasuk Desa. Penjabaran Undang-undang tersebut yang mengatur mengenai desa
diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sebagai
Pengganti Peraturan Peinerintah Nomor 76 Tahun 2001.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dan pemjabaran dari Peraturan
Pemerintah tersebut dalam rangka memberikan pedoman dalam rangka penyelenggaraan
pemerintakan desa, khususnya dalam rangka pelaksanakan demokrasi dalam kehidupan
masyarakat desa dalam rangka memilih kepala desa. Secbagai konsekuensi dari otonomi
daerah, desa diberikan dan mempunyai wewenang untuk memilih dan menentukan sendiri
kepala desanya. Proses pemilihan kepala desa dimulai dari tahap pendaftaran pemihha,
pendaftaran bakal calon, penetapan calon, pelaksanaan pemilthan dan proses

pengangkatan merupakan suatu proses demokrasi yang telah lama hidup dan berkembang

dalam kehidupan masyarakat desa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Ayat (1) s/d ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Avyat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas
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Pasal 5
Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 6

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 7
ayat (1) s/d ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jefas
Pasal 10

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa tidak
berstatus sebagai guru dan harus merdapatkan ijin dari atasan langsung
serta rekomendasi persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian daerah.

Pasal 11
ayat (1) s/d ayat (7)

Cukup jelas
Pasal 12

avat (1) s/d ayat (7)
‘Cukup jelas

Pasal 13
ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup jelas
Pasal 14

avat (1} s/c ayat (5)

Cukup jelas
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Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

ayat (1) s/d ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
ayat (1) s/d ayat (4)
Cukup jelas
Pacal 18
ayat (1) s/d ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
ayat (1) s/d ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4}

Jadwal tersebut wajib disampaikan kepada Bupati melalui camat dalam
rangka monitoring pelaksanaan pemilihan oleh pemerintah kabupaten

Pasal 20
ayat (1) s/d ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 21
ayat (1) s/d ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas
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Pasal 24

ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Pasal 25

Pasal 26

ayat

ayat

ayat

Pasal 27

Masa jabatan i-cmjabat Kepala Desa adalah selama 6 (enam) bulan dan
dapat diperpanjang kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode selama 6
{enam) bulan.

Apabila Kepala Desa yang bersangkutan tidak ikut mencalonkan din
menjadi kepala desa, maka BPD dapat memperioritaskan mengusulkan
kepala desa tersebut menjadi Penjabat Kepala Desa, namun jika Kepala
Desa ikut mencalonkan diri kembali maka untuk penjabat kepala desa
dapat diperioritaskan kepada Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.

(1)
Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan

sampaikan kepada Pemerintah Desa melalui rekening pemerintah desa
yang terintegrasi dalem APBDes tahun yang bersangkutan.

(2

Cukup jelas

(3)

Panitia Pemilihan Kepaia esa wajib menyampaikan SPJ Penggunaan dana

pilkades kepada Bendahara Desa berdasarkan proposal yang telah
disampaikan sebagai dasar nencairan dana pilkades oleh pemerintah desa.

ayat (1) s/d ayat (6)

Pasal 28

Pasal 29

Cukup jelas

Cukup jelas

ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup jelas



Pasal 30
ayat (1) s/d ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 31
ayat (1) s/d ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 32
ayat (1) s/d ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 33
ayat (1) s/d ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 34

ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jclas
Pasal 35
ayat (1)
Tunjangan Perangkat desa berasal dart APBD Kabupaten, namun untuk
mekanisme penyalurannya melalui rekening desa yang dikelola melalui
APBDes
ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jeias
Pasal 37
Cukup jclas
Pasal 38

ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas
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Pasal 39
ayat (1) s/d ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 40
ayat (1) s/d ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
ayat (1) s/d ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
ayat (1) s/d ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
ayat (1) s/d ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 46
ayat (1) s/d ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 47

ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
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Pasal 50

ayat (1) /d ayat (2)

Cukup jelas
Pasal Si

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
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